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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA OAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR L TAHUN IS

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TaMAN KYAL LANGGENG
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYS KEPALA DAER&H TINGKAT II MAGELANG

1imban o da. bahwa pengelolaan Taman Kyal Langgeng vang selama
g

berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala
Tingkat II Magelang MNMomor 556.1/164/02/1987

Daerah
tentang

Famnbentukan Badan Pengelola Taman Kyvai lLanggeng
madya Daerah Tingkat II Magelang s=udah ‘tidak sesuai
lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu

ditin,au kembali ;

. bahwa agar pengelolaan Taman Kyal Langgeng dapat

profesional sehingga berdayva guna dan berhasil guna
maka statusnva perlu ditingkatkan menjadi Perusahaan
Daerah ;

>
/

CG. vahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
ditetépkan dengan Peraturan Dasrah.

dingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dasrah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

-

2. Undang-Undang Nomor . 5 fahun 1962 tentang Perusa-
haan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 )
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang XKetentuan-
Fetentuaan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lem-
baran Negara Tahun 1982 Nomor 12 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3215 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pe-
nyelenggaraan Qtonomi Daerah dengan titik berat pada
Daerah Tingkat IT ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

~

/7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487 .) ;.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Ana-
lisis mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 34 , Tambahan Lembaran Negara Nomor
3T 38N

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daevah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995
tentang Pedoman Pengelclaan Dana Pinjaman Perusahaan

Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal
7 Oktober 1981 tentang Petunjuk pelaksanaan
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi
dan DBadan Pengawas Perusahaan Daerah.

m Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah

at II Magelang

apkan

MEMUTUSZKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1I MAGELANG
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN
KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB T e .
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah
‘Daerah Tingkat II Magelang ;

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubern
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah ;

d. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Wal
Kepala Daerah Tingkat 1I Magelang ;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adal

" Yrerwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Magelang ;

gelang ;

Kotamadya

ur Kepala

ikotamadya

ah Dewan
Tingkat II

f. Perusahaan Daerah adalah Yerusahaan Daerah Obyek
Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Magelang

g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Obyek

Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat

[T Magelang ;

h. Pegawai f karyawan adalah Pegawai / karyvawan
Perusahaaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng

Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

i. RBadan Pengawas adalah Badan Pengawas

Perusahaan

Dacrah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya

Daeralh Tingkat 11 Magelang.

BABS W I 1
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan
Daerah Obyek Wisata Taman Kyai JLanggeng
Daerah Tingkat Il Magelang.

Perusahaan
Kotamadya



(2)

(3)

(4)

(1)

—
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Perusahaan Daerah berkedu:.dukan dan berkantor di
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
Terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala hukum di
Indonesia.
Peta lokasi Taman Kyai Langgeng sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran [ Peratiran Daerah ini merupakan bagian yang
tidak iLerpisahkan dari Peiaturan Daerah ini.

BABR III

MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3
Maksud - dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah
adalah

a, mengembangkan pembangunan Daerah, khususnya bidang
pariwisata dan perekonomian Daerah

.
]

b) memberikan pelayanan sarana rekreasi |, hiburan
amum ,, olah raga, pendidikan serta pelestarian tanaman
langka ;

c) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri dari

sektor pariwisata.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dJdimaksud ayat (1)
Pasal ini, Perusahaan Daerah tetap berpegang teguh pada
efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang baik kepada
masyarakat.

L Pasal 4
Lapangan usaha Perusahaan Daerah adalah

a) mengelcla Taman dan Koleksi Tanaman Langka atau
hampir langka sesuai dengan prinsip kelestarian alam ;

b) menyelenggarakan hiburan umum dan rekreasi yang
ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Badan
Pengawas.



L)

(2)

(4)

(1)
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BAB IV
M ODAL
Pasal 5
Modal awal Perusahaan Daerah ditztapkan sebesar

Rp. 808.294.217,10 ( delapan ratus delapan juta dua
ratus sembilan puluh empat ribu dua Tratus tujuh belas
rupiah sepuluh . sen ) sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran IT A dan II B yang merupakan Dbagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. : ;

Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Modal awal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat
8 ) dan (2~ Pasal e das merupakan kekayaan Daerah

vang dipisahkan.

Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebbagaimana dimaksud
ayat (3) Pasal BTLI, antara lajn berupa tanah ,
bangunan serta semua aktiva dan pasiva dalam neraca
perusahaan Daerah Obyek Wisata taman Kyai Langgeng
sebagaimana dimaksud dalan. Lampiran II yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah
ini.

B V
I K St
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A
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Pasal 6

Perusahaan Daerah dipimpin oleh suat Direksi vang
terdiri atas sekurang - kurangnya 2 ( dua ) orang
dan sebanyak - banyaknya 3 ( tiga ) .crang

Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud ayat il )
Pasal ini, ditetapkan sebagai Direkstuir Utama dan
lainnya sebagai Direktur.

Pasal 7
Direksi mempunyai tugds memimpin, merencanakan,
me laksanakan dan mengawas J Kegiatan operasional
Perusahaan Daerah.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7

peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi
a. o DI1mpiiman Sy,
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pimpinan harian Perusahaan Dasrah berdasarkan
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas
sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;

pelaksana pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan
Anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikotamadya Kepala
Daerah melalui Badan Pengawas vang meliputi
kebijaksanaan di bidang Organisasi, perencanaan,
perkreditan, keuangan,: kepegawaian, umum dan pengawasan
untuk mendapat pengesahan ;

psunyusunan dan penyampaian laporan berkala
perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah
setiap 3 (tiga) bulan seckali kepada Walikotamadya

Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;

penyusunan dan penyampaian laporan lahunan yang terdiri
atas neraca dan perhitungan laba rugl Perusahaan
Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui
Badan Pengawas, untuk mendapat pengesahan.

Pasal 9

Direksi mempunyai wewenang :

mengurus kekayaan Perusahaan Daerall ;

mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan
Daerah berdasarkan Peraturan Xepegawaian = dengan
persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan
PengaWas H

mewakili Perusahaan Daexrah di dalam atau di luar
Pengadilan ;

apabila dipandang perlu dapat mecnunjuk seorang kuasa
atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah sebagai-
mana dimaksud huruf c¢ Pasal ini.

P asailes 10

-t
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Pasal 10
Direksi memerlukan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah untuk
a.. mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga ;

b'. memperoleh /memindaht&ngankan barang-barang yang tidak bergerak
milik Perusahaar, Daerah qntuk menangzgung hutang ;

c:. membeli, menjual atau dengan cata lain mendapatkan atau

melepaskan hak atas Dbarang milik Perusahaan® Daerah
melalui Badan FPengawas $ '

dl. menggadailkan barang-barang milik Perusahaan Daerah
‘melalui Badan Pengawas ;

e, mengikat Perusahaan Daerab sebagai penanggung

f.'menjalankan perkara dalam Pengadilan / melepaskan hak atas
"banding dari suatu Keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk
{ mengadakan arbitrasi.

Pelaksapaan ketentaan ayat (1) Pasal ini harus berdasarkan
Peraturan Perundang-utdangan yang berlaku.

Pasal 11

Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung
jiawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Direktur Utama bertanggung jawab kepada walikotamadya Kepala Daerah
melalui Badan Pengawas dan para Direktur bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.

Pasal 12

.Anggota Direksi'tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik
langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang
bertujuan mencari laba.

Anggota Direksi tidak diperkepankan merangkap pekerjaan atau jaba-
tan eksekutif lainnya, tanpa persetujuan tertu-
lis dari wWalikotamadya Kepala Daerah.

' (3) Antar anggota ....... -



Antar anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan
Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat
ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping ,
termasuk menaantu dan ipar. :

Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini, terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya
diperlukan ijin tertulis dari Walikotamadya Xepala Daerah.
Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan
Perusahaan Daerah. Lty

Pasal 13

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah atas usul . Badan Pengawas setelah mendengar
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang

a. bertagwa kepada Tuhan Tang Maha Esa

b. mempunyai akhlak dan moral yang baik

c. setia dan taat kepada Nezara dan Pemerintah ;

d. tidak terlibal baik secgra langsung maupun tidak langsung
dalam setiap kegiatan 'penghianatan kepada Negara ;

e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan
vang sudah mempunyai kekuatsn hukum tetap ;

f. sehat jasmani dan rohani ;

g. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau
tindakan-tindakan lainnya yang tercela.

> 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal ini, wuntuk menjabat Direksi harus memenuhi syarat
sebagai berikut

a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Perkerjaan atau DP3 terakhir
dengan nilai rata-rata baik atau Keterangan dari instansi
calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab,
ke jujuran dan kepemimpinan j

b, memi ]l ik i a A —
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51)

6 )

i)

(8)

b. memiliki latar belakang pendicikan sekurang-kurangnya
Sekolah Menengah dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di
bidang Ekonomi, Keuangan atau Hukum ; ;

c. usia tidak melebihi 60 (enampuluh) tahun.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku
untuk masa jabatan 4 ( empat ) tahun dan dapat diangkat kembali
setelah masa jabatan berakhir

Sebelum Direksi menjalankan tuzas, terlebih dahulu dilantik dan
diambil sumpah jabatan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Walikotumadya Kepala Daerah
tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu dimintakan persetujuan
prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (6)
Pasal ini, disampaikan oleh Walikotamadya Xepala Daerah kepada
Gubernur Kepala Daerah dengan dilamp:iri Keterangan /identitas
calon ‘anggota Direksi vang bersangkutan begupa '

a. daftar riwayat hidup lengkap yang memuat jati dils i,
pendidikan / latihan dan pengalaman kerja 5

b'Suraet keterangan Walikotamadya Kepala Daerah yang
menerangkan bahwa antar calon Direks: yang diusulkan tidak
mempunyai hubungan keluarga sampai derajat. ketiga baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu
dan ipar ; :

c. pas photo ukuran 4 X 6.

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (7)
Pasal ini, disampaikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada
Gubernur Kepala Daerah selambat - lambatnya 3 ( tiga )
bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.



Pasal 14

Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum
berakhir karena

a. meninggal dunia ;
b. permintaan sendiri ;

c. berakhir masa jabatunnya sebagaimana dimaksud ayat (4)
Pasal 133%

d. melakukan sesuatu atau bersikap meruzZikan Perusahaan Daerah
atau bertentangan dengan kepentingan negara ;

e. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.

Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana
dimaksud huruf d ayat (i) Pasal ini, anggzota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari
tugasny« oleh Walikotamadya Kepala Dacrah sesuai dengan usul
Badan Pengawas. e

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini, diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya
disertai dengan alasan - alasan yang menyeb:bkan pemberhentian
sementara tersebut,

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara scbagaimana dimaksud
ayat (2) Pasal ini, dilakukan hal - hal sebagai berikut

a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

membe | a diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan
oleh RBadan Pengewas dalam waktu 1 ( satu ) bulan sejak
anggota Dircksi tersebut diberitahukan tentang

pemberhentiaa sementaranya.

Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir
dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap
menerima apapun yang diputuskan cleh Badan Pengawas ;

b. dalam.sidang :itu anggota Direksi yang bersangkutan
tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian
semeptara itu dibatalkan dan segera menyampaikan
keputusan sécara tertulis kepada Walikotamadya Kepala

Daerah ;
. Seliambatares
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c. selambat - lambatnya 1 ( satu ) bulan sejak diterimanya
keputusan sidang sebagaimana dimaksud huruf b ayat (4) Pasal
ini, Walikotamadya Kepala Daerah menge luarkan Keputusan dan
menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota IDireksi lainnya.
Dalam hal pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan
dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara
menjadi batal menurut hukum ;

d. jika sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat (4) Pasal ini,
tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 ( satu )
bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan,
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini,
maka usul pemberhentian sgbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Walikotamadya
Kepala Daerah menjadi batal menurut hukum ;

e. jika Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana huruf
c ayat (4} Pasal ini, tidak disetujui yang bersangkutan, maka
yvang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara
tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah derigan disertai alasan
- alasannya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah
pemberhentian tentang keputusan dimaksud diterimanya.
Gubernur Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap banding
itu selambatmlambafnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat
banding ditexrimanya.

Keputusan tersebut mengjkat semua pihak yang bersangkutan ;

f. apabila Gubernur Kepala Daerah tidak'mengambil keputusan
terhadaup permohonan banding tersebut dalam waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf e ayat (4) Pasal ini,
maka Kepulusan Walikotamadya Kepala Daerah tercebut menjadi
batal menurut hukum, sehingga permohonan baading yang
bersangkutan dianggap diterimg ;

Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf d ayat {§28)

Pasal ini, merupakan suatu tindak pidana maka pemberhentian itu
merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 15

1) Tata cara menjalankan Tugas Direksi ditetapkan oleh walikota-

2)

madya Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
waktu 2 (dua) bulan atau setiap saat atas usul anggota Direksi.

B A B VAR
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B A B VI
BADAN PENGAWAS
Pasal 16

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas.

-

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Anggota Badan pengawas terdiri 1tas sekurang-kurangnya 2
(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 17

] an Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum,
1y jalankan psngawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
‘wusahaan Daerah.

Pasal 13
‘wuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan
wrah ini, Badan Pengawas mempunyai fungsi
penyusunan tata cara pengawasanj
pengawasa:n terhadap Pengurusan Perusahaan Daerah;

menetapan kebijaksanaan anggaran dan kenangan Perusahaan Daerah

pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah.
Pasal 19

laan Pengawas mempunyai Wewenang

melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya,
memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan Verifikasi) dan kekayaan
Perusahaan Daerah ;

memasuki pekarangan—pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang
‘dlipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;

meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang
menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah

meminta Direksi dan atau pejaBat lainnya dengan sepengetahuan
Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;

menghadiri- rapat Direksi dan member{kan pandangan-pandangan
t.erhadap hal-hal yang dibicarakan ;

memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak
dliminta kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perbaikan dan
mengembangan Perusahaan Daerah.




Pasal 20

—dlan Pengawas dalam melaksanakun tugas. fungsi dan wewenangnya
- tanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 2l

) Anggota Badan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan
pribadi baik langsung maupun tidak langsui:g pada Perusahaan
Daerah.

) Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antara Anggota
Badan Pengawas dengan Anggotla Uireksi tidak boleh ada hubungan
keluarga sampai derajat ketiga , baik menurut garis lurus maupun

= | .
kesamping termasuk menantu dan ipar.

) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal
ini, terjaai sesudah pengangkatan, uniuk melanjutkan jabatannya
diperlukan ijin tzrtulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

) Angzota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat Kedudukan
Perusahan Daerah.

, Pasal 22
) Anggota Badan pengawas diangkat oleh Wilikotamadya Kepala Daerah
untuk masa jabatan selama-lamanya 2 (tiga) tahun dan dapat

diangkat sctelah masa jabatan tersebut berakhir.

) Walikotamadya Kepala Daerah kirena jabatannya, menjadi ketua
merangkap anggota.

) Yang dapal diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas adalah Warga
Negara Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. mempunyai keahlian dan pengetahuan di bidang Perusahaan,
dedikasi, akhlak dan moral yang haik

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan Kkepada
Negara ; ‘

d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

e. sehat jasmani dan rolani ;

f. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang
merugikan Negara atau tindakan-tindakan lainnya yang
tercela =

g. setia dan taat kepada Negara dan pemerintah.

(4) Sebelum .. e
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(4) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugas, terlebih
dakhalu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota-
madya Kepala Daerah.

(5) Terhadap Ketua tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan
sumpah jabatan.

(6) Sebeium dikeluarkan Surat Keputusan Welikotamadya
Kepalé Daerah tentang pengangkatan Angzota Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, terlebih dahulu

dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Xepala
Daerah.

(7) Permchonan persetujuan prinsip scbagaimana dimaksud ayat
(Gf Pasal 1ini, disampaikan ocieh Walikotamadya Kepals
Daerah secara lengkap kepada Gubeinur Kepala Daerah dengah
dilampiri keterangan idéntitas calon anggota

a. daftar riwayat Hidup j

BlLitsurnat Keteran;an Walikotamadya Kepala Daerah yang
menerangkan bahwa calon anggota DBadan Pengawas yang
diusulkan tidak mempunyai hubungan Keluarga sampai
derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis
kesamping, termasuk menantu dan ipar

C...pas Foto, ukurang 4 X 6.
(8) Permohonan persetujuan prinsip scbagaimana dimaksud ayat
(7) Pasal 1ini, disampaikan oleh Walikotamadya Kepala

Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) Dbulan sebelum masa
jabatan anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.

Pasal™ 23 S . .
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Pasal 23

— cara menjalankan tugas dan hak-hak Badan Pengawas ditetapkan
—an Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Anggota Badan Pengawas berhenti karena
a. masa jabathnnya berakhir;

b. meninggal dunia.

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan cleh Walikotamadya
Kepala Daerah, karena

a. permintaan sendiri ;

b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau
bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau
Negara ;

c. alih tugas / jabatan:

d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dJdapat melaksanakan
tugasnya dengan wajar.

Khusus di dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut huruf b
ayat (2) Pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan
diberhentikan untuk sementalia dari tugasnya oleh Walikotamadya
Kepala Daerah

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini,
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang
bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya
disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian
sementara tersebut.

Dalam hal terjadi pemberhentfan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Fasal ini,I dilakukan hal-hal =sebagai berikut

a. anggota Badan Pengawas yang bersangrutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus
diadakan untuk itu dalam waktu ! (satu) bulan sejak
anggota Badan Pecngawas tersebut diberitahukan tentang
pemberhentian sementara.
Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir
dalam persidangan tersebut yang bersangkutan dianggap
menerima apapun yang telah diputuskan ;



_’
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b. dalam sidang itu anggota Badan Pengawas yvang bersangkutan
tetap diusulkan untuk diberheatikan, atau pemberhentian
sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan
tersebut secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah :

c. selambat-lambatnya 1 (satv) bulan sejak diterimanya keputusan
sidang sebagaimana dimaksud huruf b avat (5) Pasal ini,
Walikotamadya Kepala Daerah men:eluarkan keputusan dan
menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas
vang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas
lainnya
Dalam hal penyampaian Surat Keputusan ltidak dilakukan dalam
waktu yagpag ditentukan maka pemberhentian sementara itu
menjadi batal menurut hukum.

Jika sidang sebagaimana dimaksul huruf a ayat (5) PasalSinh

tidak diadakap dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah
pemberhentian sementara itu diberitahukan, menurut ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka usul
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf b ayat (519
Pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh

Walikotamadya Kepala Daerah menjadi bata! menurut hukum .

g Jika Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud huruf c¢ ayat (5) Pasal ini, tidak dapat disetujui
oleh anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka
vang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding
secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerph dengan
disertai alasan - alasan dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud
diterimanya ;

"b. apablla Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil Keputusan

terhadap permohonan banding tersebut sebagaimana dimaksud
huruf a ayat (7) Pasal ini, maka Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah tersebut menjadi batal, menurut hukum, sehingga
permohonan banding yang bersangkulaun dianggap diterima.

Pasal 2.3
Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang - kurangnya 3 (tiga)

bulan sckali atau setiap saat atas usul anggota Badan Pengawas.

Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk
mufakat :

) Badan Pengawas menetapkan pembagian tugas pekerjaan antar

anggota dan disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
|

e = e R R
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Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas
dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah. '

B AB VIl
PENGAWASA AN

Pasal 26
Selain Instansi Pemerintah yang berhak mengadakan pengawasan
dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka
akuntan negara berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta
pertanggungjawabannya.
Hasil pengawasan dan pemeriksaan disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah dalam batas-batas wewenangnya
dapat melakukan pengawasan terhadap Perusahsan Daerah.

g L YL VEISINL
KEPEGAWATI AN

Pasal 2
Kedudukan bhukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta
penghasilan Direksi dan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah
diatur dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
dengan memperhatilzan ketentuan pokol Kkepegawaian dan peraturan
gaji pegawai negeri yang bherlaku

Tunjangan selain yang telah diatur secbaga mana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan
Pengawas dan berlaku setelah mendapatkan pciagesahan dari Wali-
kotamadya Kepala Daerah

E AB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTT RUGI PEGAWAI

Pasal 28

Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam
kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan
uang, surat - surat berharga dan barang - barang persediaan,
yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan
kewajiban dan ' tugas yang dibebankan kepada mereka dengam
langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut

Ketentuan - ketentuan tehtang tuntutan ganti rugi terhadap
pegawai - Daerah berlaku SéPe“Uhnya terhadap pegawai Perusahaan

Daerah . 5




=) Semua pegawai Perusahaan Daerah yaung dibebani tugas
penyimpanan, ,pembayaran atau penyerahan uang, surat - surat
berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau
tempat penyvimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan
itu, diwajib%an untuk memberikan pertanggunganjawaban tentang
pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh
Walikotamadya Kepala Daerah

=4) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak perlu
mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tuntutan
terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang
ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah

%) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya

veng termasuk Dbilangan tata buku dan administrasi Perusahaan

i  Daerah disimpan di tempalt Perusahaan Daevah atau di tempat lain

yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Dacrah kecuali jika

untuk sementara dipindahkan ke Badan sebaguimana dimaksud ayat

(3) Pasal 1ini, dalam hal dianggap peilu untuk kepentingan
sesuatu pemeriksaan .

&) Untuk kepentingan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak
dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat

lainnya scbagaimana Cimaksud pada ayat (S5) Pasal 3ni, untuk
sementara dapat dipindghkan ke Kantor Akuntan.

7)) Dengan Peraturan Daeregh dapat ditetapkan penyimpangan dari
ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugj yang bertaku
bagzi pegawai Daerah dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2)
Basgal 1ni, disesuaikan dengan Struktur Organisasi Pesusahaan
Daerah itu sendiri. '

B AB X

ANGGARAN NAN RENCANA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH

Rasal 28

‘1) Tiap - tiap tahun selambat - lambatnya akhir bulan Oktober
Direksi menyampaikan Rencana Anggaran dan Rencana Kerja
Perusahaan Daerah untuk tahun buku baru, se¢telah mendapat
persetujuan dari Badan Pengawas kepada Walikotamadya Kepala

Daerah

'2) Walikotamadya Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran
dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah untuk tahun buku baru
setelah meadapat pertimbangan Badan Pengawas
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Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran
dan Rencana Kerja Perusahaan Daerah tersebut belum disahkan,
maka Rencana Anggaran dan Rencana Kerja i'zrusahaan tersebut
diterlakukan sepenuhnya

Apabila Walikotamadya Xepala Daerah menyatakan keberatan dan
menolak proyek vang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah
sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran Perusahaan
Daerah tersebut berpedoman pada anggaran taliun lalu

Setiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja Perusahaan
Daerah yang terjadi dalam tahun buku yuang bersangkutan harus
mendapat persctujuan lebih dahulu dari Walikotamadya Kepala
Daerah seteclaa mendengar pertimbangan Badan Pengawas

Setelah tahun buku berakhii selambat - lambatnya 3 (tiga)
bulan Direks1 menyampaikan pertanggungjawaban kepada
Walikotamadya Kepala Daerah dan Badan Pengawas atas pelaksanaan
Anggaran dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah
berakhir itu

) Walikotamadya Kepala Daerah mengesahkan Anggaran dan Rencana
Kerja Perusahaan Daeryh dari tahun buku yang telah.berakhir.

. B AB X1
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 30

poran berkala pesrhitungan hagsil usaha dan kegiatan Perusahaan
2rah dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas dengan tembusan
] ikoctamadya Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
> iap 3 ( tiga ) bulan sekali dan jika perlu untuk jangka waktu
1Jg tertentu ‘atas pertimbangan Direksi atau atas permintaan Badan

11gawas. ¢ ' .
BpASh XII
PERHITUNGAN TAHUNAN j
Pajal 31
) Tahun buku Perusahaan Daerah adagnh Tahun Takwin.

) Selambat - lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah tahun akhir
buku, Direksi menyusun perhitangan tahunan terutama neraca
perhitungan laba/rugi setelah diketahui oleh Badan Pengawas dan
dikirim kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

|
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Perhitungan'tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
disahkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah

Dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah dikirim atau diterima
perhitungan tahunan jika Walikotamadya Kecpala Daerah tidak
mengajukan keberatan secara tertulis maka perhitungan tahunan
itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan

Penilaian dalam perhitungan tahunan harus diuraikan dengan
jelas.

Neraca perhitungan laba / rugi yang disahkan secara
demikian. tidak memberi pembebasan tanzggung jawab sepenuhnya
kepada Direksi.

B AB XIIX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 32

Laba bersih setelah terlebih dahulu dikuvrangi pajak dibagi
sebagai berikut

a. Dana Pembangunan Daerah = 30 %
b. Dana Anggaran Rutin Daerah ' = 25 %
c. Dana Cadangan Tujuan B 15 %
d. Dana Cadangan Umuin = 10 %
e. Dana Penslun h = SEu%
f. Dana Jasa Produksi = 10 %
g. Dana Sosial dan Pendidikan = 3. %

Penggunaan laba untuk Dana Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a ayat (1) Pasal ini. ditetapkan oleh
walikotamadya Kepala Daerah, untuk pembangunan Daerah termasuk
investasi di Perusahaan Daerah

Penggunaan laba untuk Daha Cadangan Umum sebagaimana dimaksud
huruf 4 ayat (1) Pasal ini, bilamana telah tercapai tujuannya
dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan
Walikotamadya Kepala Daeral

Cara mengurus dan menggunakan ‘Dana Cadangan Tujuan

sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) Pasal ini,  ditetapkan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

((6)) E R
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Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan penggunaan laba
sebagaimana dimaksud ayat ( 2), (3) dan (4) Pasal ini, dengan
memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BFAREB XIV
PEFSMEBRUSBEASRERATN

Pasal 33

Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat
vang berwenang.

Walikotamadya Xepala Daerah membentuk Panitia Pembubaran
Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban
keuangan dibayar dari hartd kekayaan Perusahaan Daerah dan
sisa lebih/kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah
Daerah. '

Panitia Pembubgaran Perusahaan Daerah menyampaikan pertanggung
jawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Walikotamadya
Kepala Daerah.

Pasal 34

Walikotamadya Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dan
Pegawali Perusahaan Daerah yang dibubarkan.

Pembubaran Perusahaan Daerah dilaporkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan
kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daserah.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal % hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
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‘Dengan dicetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala
ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1
Magelang. J

Ditetapkan di Magelangeg

pada tanggal 27 Mei 1997

“IRWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II




LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KXGTAMADYA  DAERAH
TINGKAT II MAGELANG_ NOMOR 4 TAHUN
1997 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH OBYEK WISATA  TAMAN KYAI
LANGGENG..

PETA LOKASI CBYEK WIsSATA TAMAN
: KYyal LANGGENG
: wu

AANG

-

« ERANGAN

Btatas lokasi obyek wisata
Taman Kyai lLanggeng

J1l.8ultan Agung

RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
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RINCIAN KOMPONEN AKTIVA TETAP

tanah :

1)

2)

3)

8}

5)

6)

7)

Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng
(WG RO GRS G oc o060 6 oo 0h CIo i GEsis s
(Dasar SPPT PBB Tahun 1993)

Pembetasan Tanah Lokasi Tamapn Kyai Langgeng
(Tegalan dan sawah) Seluas .i.c..oooseos RS
(Dasar Kwitansi pembelian tanah Th. 1993)

Pehbebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng
sebelgh utara kali bangkong yang sedang
dalam penghijauan. ( Tegalan ) seluas .....
(Dasar Sertifikat atas mnama Diran dan
Sutiyem)

Tanah Bengkok Kelurahan kemirirejo (Sawah)
T 1 N e A I S T < 3 6 (6 O G 80 0Ce o
(Dasar surat dari Kelurahan Kemirirejo)

Tanah tempat parkir Baru (Parkir Bus)

Taman Kyai Langgeng (berupa S4wah) seluas..
(Dasar surat- dari Badan Pertanahan Kodya
Magelang serta lampiran biayn pensertifi -
katan tanah untuk tempat pgrkir)

Pembebasan Tanah Lokasi Tamigh Kyai Langgeng
{Tega lan)) SETUAS .\ . ..« coine erhes oy R SR
(Dasar kwitansi pembelian tanah dan letter
C Ra. 347 tanggal. 3 April 1996)

Pembebasan Tanah Lokasi Taman Kyai Langgeng
{Sawahil seluas | .U ot T ey s R
(Dasar kwitansi pembelian tangh dan letter
C No. 57 Perc.No. 29.D IV tanggal. 13 Juni
1996)

16h 7 aaha

0,16 ha

= Luas seluruh lokasi Taman Kyai Langgeng

bangunan dan gedung ;

1) kantor Taman Kyai Langgeng, S Sl
2) kantor loket, 1 niits
A TR C s " L G
4) kclam renang, U s
5) Jjoglo Bank Niaga, L O E

- o S oS ===




6) tugu jam, 1 Whniar g
7) jembatan joglo, 1 buah.
8) jembatan kuning, 1 buah.
9) patung-patung, 1 buah.
10) rumah putih, eI NRT
11) rumah apung, 74 pighlide
12) toko koperasi, 1SS UNHECE
13) gudang koperasi, IS un i tre
14) musholla + tempat wuhlu, 1 unit.
15) joglo Adipura, e Iz ¢
16) joglo pandang, 1 T
17) kolam, 11 buah.
18) panggung gembira, 1. uniaty
19) jalan setapak, 21592 0 OSME
20) menara informasi, 1 buah.
21) saluran air, 1.100 M.
22) pintu teralis, 2 buah.
23) kandang saiwa, 11 buah.
24) rumah aquarium, 2- g it
25) kedai desa, 2 SaInts
26) sirkit New Armada, TS unaser:
27) tugu PKK & kedai, 198 Syt

28) paéar teralis besi, 400 M.

29) joglo dermaga, 2 Dbuah.
30) sumur dan pompa listrik, LS 6
319 Yoglol T & L, IS nasee
32) goa buatan, TG NG
33) loket becak air, il N e
34) wc umum, Si, Bunists
35) loket parkir, JERu T Tt
36) gardu jaga, 2i aunists
37) joglo pintu keluar/masuk, AEBunNEtE

25 T unistE

38) loket mainan,

kendaraan

A-l) sebuah mobil pick up merk jet star tahun 1988.
2) sebuah mobil minibus merk Toyota tahun 1994.
'3) sebuah mobil ambulance merk Mitsubishi tahun 1994.

Instalasi :

V
1) Instalasi air

a) Instalasi kolam renang ( Filter air )
b) Instalasi- gedung ( kantor, musholla, WC umum )

c) Instalasi lapangan ( air mancur )

2) Instalasi listrik -

| . ; ..:.»' a) IndUk 6.0 00

LI L ST




a) Induk ( 3 phase )

(1) Kolam renang
- (2) Mainan anak-anak
(3) Panggung gemnbira

b) Lapangan ( 2 phase )

¥
(1) Penerangan

(2) Pompa air

c) Gedung ( 1 phase )
Penerangan

peralatan kantor

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
¥1)
)
1433)
14)
15)
16)
17:)
18)
19)
20)
219
22}
i)y
24)
25)
26)
27)
2%)
29)
30)
319)
32)
33)

mesin potong rumput gendong,
mesin potong rumput dorong,
mesin pompa air,

mesin ketik,

filling kabinet,

kursi sudut,

meja tullis,

me ja tamu,

brankas,

almarl,

kursi lipat,

Bor ligtrik,

meja Kketik,

kursi putar,

spayar/alat semprot),
calculator,

mesin stensil,

kaca hias,

mobil-mobilan anak,

patung badak VIY,

cash box,

gerenda listrik,

karaoke,

sound sjistem,

gembok magnit,

garuk sampah,

hand counter,

gerobak sampah,

mesin diesel penyedot air,
selang,

bak sampah,

Neon Sing Taman Kyai Langgeng,
Blow Up Taman Kyai Langgeng,

buah.
buah.
buah.
bual..
buah.
UGS

buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
buah.
Tol.

buah.
buah.
buah.
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34) ceret,

35) serok sampah,
3&) tikar,

37) cbeng,

38) senter,

39) wearpak,

40) sepatu bot,
41) palu,

42) sabuk sade,
43) cangrul .

44) timbangan ikan,,

45) rak dorong,

46) ear phone,

47 ) pesawat tilpon,
48) televisi,

49) karpet 15 m X 2 m,

50) vacum clearner,

51) compiuter,
52) patung garend,
53) kursi loket,

AT II MAGELANG
gﬁ

petruk, bagong,

-l

7 buah.

10 buah.
A 30 buah.
S S et
5 buah.
&7 buah.
&7 buah.
3 buah.
10 buah.
15 buah.
1 buah.
1 buah.
2 buah.
3 buah.
1 buah.
1 buah.
1 buah.
1l buah
1 buah.
4 buah.

WAL IKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG
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PENJELASAN ATAs
] |
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG

NOHOR L TAHUN’1997

TENTANG

PENDIRIAN PCRUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TaM

: AN KYAI LANGENG
KOTAMADYA DAERAH. TINGK

AT 11 MAGELANG

. PENJELASAN UMUM

Babwa Taman Kyai Langgeng yang berkedudukan di Kotamadya
Daerah Tingkat II Magelang yanz merupakan salsh satu Obyek Wisata,
disamping bertujuan uniuk memberikan fasilitas dan pelayanan pada
' masyarakat dalam bidang rekreasi, olah raga. pendidikan dan
pelestarian lingkungan hidup juga upaya meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal terscbut, wmaka Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang secara terus menerus dan
berkesinambungan selalu berusala membina pengelolaan Taman Kyai
Langgeng.

Bahwa Pengelolaan Tamgnh Kyai Langgeng yang berdasarkan
Keputusan Walikotamadya Xepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor
556.1/164/02/1987 diserahkan pada Badan Pengelola, maka guna
memberikan jaminan kepastian hukum bentuk pengeloléan Ta@an Kyai
Langgeng dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negerlhﬁomo;airzshzg
.1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusa dante oo
JLingkuﬂgan Pemerintah Daerah, meka bentuk_usahn yang P
Memenuhj persyaratan serta diharapken dapat memupu
P%“dapatan Asli Daerah adalah Perushbaan Daerah.

k dan meningkatkan

an hal tersebut maka dipandang p?r}u .
Kyai Langgeng dengan mendirikan
langgeng yang dituangkan

Sehubungan deng
Meningkatken status Pengelolaan Taman i
Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Ky

dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasa] 4 . cukup f{elas.

s/d 4




Pasal 5 ayat (1)

Ayat (2) s/d (3)

Ayat (4)

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6 s/d Pasal 19

20

21 s/d 30

s

32 7/ 35

= GL =

Yang dimaksud dengan Modal Awal adalah
modal yang secara ekonomis dan teknis
dibutuhkan guna mempertahankan eksisten-—
si Perusahaan, serta kemampuan untuk
memperoleh laba dalam melaksanakan
fungsi dan peranannya baik sebagai salah
satu sumber pendapatan Daerah maupun
kemampuan untuk kelangsungan dan pengem—
bangan Perusahaan.

Besarnya Modal Awal sebagaimana
dimaksud Pasal ini terdiri dari
Modal sebesar Rp. 746.685.651,71 ( Tujuh
ratus empatpuluh enam juta enam ratus
delapan puluh lima ribu enamratus
lima puluh satu rupiah tujuh puluh
satu sen ) dan laba tahun berjalan
sebesar Rp..61.608.565,35 ( enam puluﬁ
satu ;juta enamratus delapan ribu
lima ratus enam puluh lima tiga puluh
lima gen )

Cukup jelas.

Yang dimaksud kekayaan Daerah yang
dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang
disisihkan dari Anggaran Keuangan
Daerah. '

Cukup jelas.

Yang menjadi anggota Badan Pengawas
adalah para Pejabat vang secara
fungsional bertugas atau berkaitan
dengan kegiatan Perusahaan Daerah dan
akan diatur kemudian dengan Keputusan
Wa)ikotamadya Kepala Daerah.

Cykup jelas.

Pgmbagian laba Perusahaan Daerah
tgrsebut sesuai dengan Undang-undang
Nomor S Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah.

Cukﬁp jéras.



